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ABSTRACT 

The purpose of this study is to obtain empirical evidence about the influence of information technology and 

internal control on the performance of government agencies. The object of this research is Situbondo District 

Work Unit. The results showed that (1) information technology had a direct effect on agency performance. In 
this study it was found that information technology has a positive effect on agency performance. The higher 

the level of information technology, the higher the performance of the institution. This indicates a positive 

relationship between information technology and agency performance. (2) The government's internal control 
system has a significant and positive influence on the performance of government agencies. So the higher the 

government's internal control system, the higher the performance of government agencies will be. An effective 

internal control system will affect the performance of local government officials. 

 

Keywords: Information Technology, Internal Control Systems, and Government Agency Performance 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh teknologi informasi dan 

pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah. Obyek penelitian ini adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) teknologi informasi 

berpengaruh langsung terhadap kinerja instansi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa teknologi informasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja instansi. Semakin tinggi tingkat teknologi informasi maka semakin tinggi 

kinerja instansinya. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang positif antara teknologi informasi dengan 
kinerja instansi. (2) Sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh signifikan dan positif 

terhadap kinerja instansi pemerintah. Sehingga semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah maka 

akan semakin tinggi pula kinerja instansi pemerintah. Sistem pengendalian intern yang efektif akan 
berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 

 

Kata kunci: Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

PENDAHULUAN 

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa 

ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas 

lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. 

Dalam konteks organisasi pemeritah, akuntabilitas publik 

adalah pemberian informasi dan pengungkapan 

(disclosure) atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan 

tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai 

bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan 

kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak 

pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut 

(Mardiasmo, 2002). Menurut (Mashun, 2006) kinerja 

adalah gambaran mengenai tingkat pecapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan, program, dan kebijakan dalam 

mewujudkan  sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi 

yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. 

Kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain pemanfaatan teknologi informasi dan 

sistem pengendalian intern. Teknologi adalah suatu 

jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen 

pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis 

hardware, software, manajemen data dan teknologi 

jaringan informasi (O’Brein, 2006).  Kewajiban 

pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 

56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
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Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 

2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Suatu teknologi 

informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, 

manajemen data, dan jaringan (Wilkinson, 2000). 

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja instansi 

pemerintah adalah sistem pengendalian intern. Sistem 

pengendalian intern merupakan struktur organisasi, 

mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan dipatuhiya kebijakan pimpinan. 

Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen 

bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya 

(Raymond, 2004). Pengendalian intern menurut 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang 

dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai 

mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang 

tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta 

dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga 

fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) 

keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan 

efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan 

instrumen manajemen pembangunan daerah yang 

dipimpin oleh seorang kepala SKPD. Aspek-aspek dalam 

manajemen pembangunan daerah terwadahi dalam satu 

atau beberapa SKPD. Kinerja SKPD menentukan kinerja 

pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang 

pada gilirannya, menentukan kinerja daerah dalam 

mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah. Satuan Kerja 

Perangakat Daerah (SKPD), bisa meliputi Badan, Dinas, 

Kantor dan unit lainnya. Pemerintah Kabupaten Situbondo 

berkomitmen tinggi dalam peningkatan akuntabilitas 

kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hal ini 

didukung oleh semua Organisasi Perangkat Daerah yang 

turut hadir pada penilaian sakip kali ini. Lebih lanjut 

Bupati juga memaparkan hal-hal yang sudah dicapai oleh 

Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan 

akuntabilitas kinerjanya, bahwa semua program kegiatan 

OPD harus fokus dan berhubungan langsung dengan 

pencapaian visi misi Kepala Daerah.  

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menyusun 

Laporan Kinerja sesuai dengan standar kualitas baik, 

namun informasi pada Laporan Kinerja yang disajikan 

belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk berbagai 

pengambilan keputusan manajemen, terkait penilaian 

kinerja, perbaikan perencanaan dan sebagainya. Memiliki 

aplikasi untuk memantau perkembangan capaian kinerja, 

namun aplikasi tersebut belum terintregasi, belum terpadu. 

Aplikasi ini akan mendorong mekanismen pengumpulan 

data yang semakin dapat diandalkan serta meningkatkan 

kualitas laporan kinerja, agar Inspektorat Kabupaten 

Situbondo atau Tim evaluasi melakukan evaluasi 

akuntabilitas  OPD dalam rangka memastikan OPD untuk 

lebih akuntabel terhadap kinerjanya serta memberikan 

rekomendasi yang mampu membangun unit yang 

berbudaya kinerja. 

Tabel 1. Nilai SAKIP Kabupaten Situbondo dari Tahun 

2015-2018 

Tahun Nilai SAKIP 

2015 50,2 

2016 51,2 

2017 61,96 

2018 70,88 

Sumber: Laporan Kinerja 2018 Kabupaten Situbondo 

Dari tabel diatas, hal ini menggambarkan bahwa 

kinerja pemerintah dinyatakan kurang baik dan perlu 

pembenahan, oleh karena itu dilakukannya pengendalian 

intern dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik 

dapat menggambarkan bagaimana kinerja pemerintahan 

untuk menunjukkan pencapaian hasil yang dicapai. Di 

pemerintahan Kabupaten Situbondo, pengawasan secara 

intern di masing- masing instansi dilakukan oleh atasan 

langsung dan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo 

dengan melakukan pemeriksaan reguler. Hasil 

pemeriksaan ditinjau dari Sistem Pengendalian Intern. 

Mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan masih 

ditemukan kelemahan pada bidang pengawasan terutama 

pengawasan atasan langsung kepada bawahan di 

Pemerintahan Kabupaten Situbondo sehingga ditemukan 

penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan 

pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya 

pengawasan atasan langsung. 

 

LANDASAN TEORI 

Teknologi Informasi 

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu 

teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk 

memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi 

yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan 

untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan 

merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan 

keputusan. Teknologi informasi selain sebagai teknologi 

komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan 

penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi 

komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi 

informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), 

perangkat lunak (software), database, jaringan (internet), 

electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan 

dengan teknologi (Wilkinson, 2000). 
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Teknologi informasi bermanfaat dalam pelaksanaan 

tugas-tugas akuntansi tetapi beberapa hal berikut ini pula 

menjadi perhatian : 

a. Bagian akuntansi atau keuangan memiliki komputer 

yang cukup untuk melaksanakan tugas. 

b. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja. 

c. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai 

penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data 

dan informasi yang dibutuhkan. 

d. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga 

pembuatan laporan keuangan dilakukan secara 

komputerisasi. 

e. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan 

software yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

f. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari 

sistem yang terintegrasi 

g. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur. 

h. Peralatan yang usang atau rusak di data dan diperbaiki 

tepat pada waktunya. 

 

Pengendalian Internal 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2012) 

mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses 

yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan 

personel lain entitas yang didesain untuk memberikan 

gambaran keyakinan memadai tentang pencapaian 

keandalaan laporan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan defnisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian intern merupakan proses kebijaksanaan atau 

prosedur yang dijalankan dewan direksi, manajemen, dan 

personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan 

pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi 

serta untuk menjaga aktiva perusahaan. Tujuan adanya 

pengendalian internal: (1) menjaga reliabillitas laporan 

keuangaan; (2) menjaga efektivitas dan efisiensi operasi; 

(3) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Kinerja Instansi Pemerintah 

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui 

dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk 

mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi 

dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi 

serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu 

kebijakan operasional yang diambil. Dalam hal indikator 

kinerja, sebagai dasar untuk mengukur kinerja, dipakai 

indikator input, output, outcome, benefit dan impact. 

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses menetapkan 

indikator-indikator dan target kinerja dan mengumpulkan 

hasil-hasil kinerja aktual untuk dievaluasi. Kinerja diukur 

untuk melihat pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran kegiatan atau program yang dirumuskan dalam 

dokumen perencanaan strategis. Pengukuran kinerja perlu 

dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik 

dan meningkatkan akuntabilitas (Darlis, 2010). 

Kinerja instansi pemerintah dengan sendirinya 

merupakan keseluruhan capaian atau hasil-hasil selama 

pelaksanaan otonom daerah. Untuk mencapai tingkat 

kinerja seperti yang diharapkan perlu dirumuskan rencana 

kinerja yang memuat penjabaran sasaran dan program 

yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pemerintah 

daerah. Di Indonesia, praktik pengukuran kinerja instansi 

pemerintah telah dilakukan setelah dikeluarkan Inpres No. 

7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Menanggapi instruksi tersebut, Lembaga 

Administrasi Negara dan BPKP menyusun buku pedoman 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). 

 

METODE PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode penelitian deskriptif dengan pendekatan survey. 

Data dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (Umar, 2001). Data primer diperoleh 

melalui pemberian kuesioner yang berisi daftar pertanyaan 

terstruktur kepada responden yaitu kepala bagian atau sub 

bagian pada unit kerja yang ada sdi setiap SKPD Kab. 

Situbondo. 

 

 Populasi dalam penelitian ini adalah kepala 

bagian atau sub bagian pada unit kerja yang ada pada 

setiap SKPD Kabupaten Situbondo.  Teknik penentuan 

sampel menggunakan nonprobability sampling berupa 

purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. 

 

Pengukuran instrument pada setiap variabel 

teknologi  informasi, pengendalian internal dan kinerja 

instansi pemerintah menggunakan skala likert dengan 

memberikan skor 1 (untuk jawaban sangat negatif) sampai 

5 (untuk jawaban sangat positif) guna mengukur sejauh 

mana pengaruh variabel-variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

 

Dalam penelitian ini dilakukan uji validits dan uji 

reliabilitas. Pengujian validitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah alat ukur yang ada (disusun) valid atau 

tidak (Ghozali, 2002). Hasil pengujian validitas 

ditunjukkan oleh suatu indeks yang menjelaskan seberapa 

jauh suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang perlu 

diukur. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui 
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apakah alat ukur yang ada (disusun) valid atau tidak 

(Ghozali, 2002). Hasil pengujian validitas ditunjukkan 

oleh suatu indeks yang menjelaskan seberapa jauh suatu 

alat ukur benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. 

 

Metode Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah bagian dari statistik yang 

digunakan untuk manggambarkan atau mendeskripsikan 

data tanpa bermaksud mengenaralisir atau membuat 

kesimpulan tapi hanya menjelaskan kelompok data itu 

saja. 

 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

alat ukur yang ada (disusun) valid atau tidak (Ghozali, 

2002). Uji validitas dilakukan dengan cara melihat 

korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor 

variabel melalui program SPSS. Dasar pengambilan 

keputusan adalah jika nilai rhitung > rtabel. 

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan hanya pada pertanyaan-

pertanyaan yang telah melalui pengujian validitas dan 

yang dinyatakan valid. Pengujian ini untuk mengetahui 

sejauh mana hasil pengukuran terhadap item-item 

pertanyaan apakah tetap konsisten bila dilakukan 

pengukuran dua atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan alat ukur yang sama. Teknik yang digunakan untuk 

pengujian reliabilitas adalah Cronbach Alpha. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh nilai pengukuran yang tidak bias dari 

persamaan regresi linier berganda, maka perlu diadakan 

uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedasitas, dan uji autokolerasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel terikat dan variabel bebas 

keduanya memiliki distribusi data normal atau tidak. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal. Jika distribusi normal, maka garis yang 

menggambarkan dan sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya (Ghozali, 2006). 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui atau mengukur intensitas hubungan 

antara variabel terikat (Y) dengan beberapa variabel bebas 

(X), maka jenis analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi berganda (Ghozali, 2006). 

Y = α + β1X1 + β2X2 + e 

Dimana: 

Y  : Kinerja Instansi Pemerintah 

α : Konstanta 

β1,2 : Koefisien regresi untuk variabel X1, X2 

X1  : Teknologi Informasi 

X2  : Sistem Pengendalian Internal 

e : Faktor pengganggu di luar model (kesalahan 

regresi) 

 

Uji Hipotesis 

1. Koefisien Determinasi (R2) 

R2 adalah perbandingan antara variasi yang dijelaskan 

oleh X1 dan X2 secara bersama-sama dibanding dengan 

variasi total Y. Jika selain X1 dan X2 semua variabel di 

luar model yang diwadahi dalam e dimasukkan ke dalam 

model, maka nilai R2 akan bernilai 1. Ini berarti seluruh 

variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel penjelas yang 

dimasukkan ke dalam model 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)  

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah 

pemodelan yang dibangun memenuhi kriteria fit atau 

tidak. Jika F-hitung > F-tabel (a, k-1, n-1), maka Ho ditolak 

artinya variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. Jika F-hitung < F-tabel (a, k-1, n-

k), maka Ho diterima artinya variabel independen tidak 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pada 

output regresi, uji F juga dapat dilihat dengan 

membandingkan nilai probabilitas dengan à yang 

ditentukan, dengan demikian apabila hasil perbandingan 

menunjukkan bahwa nilai probabilitas (0,000) < à (0,05) 

dapat dikatakan bahwa permodelan yang dibangun 

memenuhi kriteria fit (Ghozali, 2006). 

3. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Tujuan dari uji t 

adalah untuk menguji koefisien regresi secara individual. 

Nilai ttabel yang diperoleh dibandingkan nilai thitung, bila 

thitung lebih besar dari ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel independent berpengaruh pada variabel 

dependent. Kriteria pengujian : 

a. Apabila nilai thitung < ttabel, maka H0 diterima, artinya 

variabel independen tidak mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan 
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b. Apabila nilai thitung > ttabel, maka H0 ditolak, artinya 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Statistik Dekskriptif 

1. Statistik Dekskriptif Responden 

Data diperoleh dari kuisioner yang telah disebarkan ke 

seluruh pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Kabupaten Situbondo. Total kuesioner yang disebarkan 

adalah 47 kuesioner. Pengambilan sampel dengan 

menggunakan metode purpossive sampling. Dengan total 

kuesioner yang terisi penuh dan kembali adalah 47 

kuesioner. 

Tabel 2. Jumlah Kuisioner 

No Keterangan  Jumlah 

Kuesioner  

1 Total kuesioner yang disebar 47 

2 
Jumlah kuesioner yang tidak 

kembali 
0 

3 
Kuesioner yang kembali tapi tidak 

terisi penuh 
0 

4 
Kuesioner yang kembali terisi 

penuh 
47 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2020 

2. Statistik Dekskriptif Variabel Penelitian 

Analisis ini dilakukan dengan merinci jawaban dari 

responden yang dikelompokkan dalam kategori dan skor 

serta bertujuan memperjelas gambaran terhadap teknologi 

informasi, pengendalian internal, dan kinerja instansi 

pemerintah berdasarkan analisis diskriptif didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

a. Teknologi Informasi 

Dalam rangka mengungkap mengenai teknologi informasi 

digunakan 5 butir pernyataan dan masing-masing jawaban 

skornya antara 1 sampai 5. Berdasarkan dari data 

frekuensi, diketahui bahwa secara umum responden setuju 

dengan pernyataan teknologi informasi. Hal itu dapat 

dilihat dari pernyataan respoden yang kebanyakan rata-

rata menjawab pernyataan setuju sebanyak 26 orang dalam 

setiap item pernyataan. 

b. Pengendalian Internal 

Dalam rangka mengungkap pengendalian internal 

digunakan 6 butir pernyataan dan masing-masing jawaban 

skornya antara 1 sampai 5. Berdasarkan dari data 

frekuensi, diketahui bahwa secara umum responden setuju 

dengan pernyataan pengendalian internal. Hal itu dapat 

dilihat dari pernyataan respoden yang kebanyakan rata-

rata menjawab pernyataan setuju sebanyak 28 orang dalam 

setiap item pernyataan. 

c. Kinerja Instansi Pemerintah 

Dalam rangka mengungkap kinerja instansi pemerintah 

digunakan 6 butir pernyataan dan masing-masing jawaban 

skornya antara 1 sampai 5. Berdasarkan dari data 

frekuensi, diketahui bahwa secara umum responden tidak 

setuju dengan pernyataan kinerja instansi pemerintah. Hal 

itu dapat dilihat dari pernyataan respoden yang 

kebanyakan rata-rata menjawab pernyataan setuju 

sebanyak 25 orang dalam setiap item pernyataan. 

 

Pengujian Kualitas Data 

1. Pengujian Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana 

ketepatan alat pengukur dapat mengungkapkan konsep 

gejala/kejadian yang diukur. Item kuesioner dinyatakan 

valid apabila nilai r hitung > r tabel (n-2) dan nilai 

signifikansi < 0,05 (Ghozali, 2013).  

Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas 

No 

Varia

bel/In

dikat

or 

Kriteria 1 
Kriteria 

2 
Ket. 

r hitung 
r 

tabel 

Nilai 

sig 

alph

a 

Teknologi Informasi 

1 X1.1 0,785 0,2876 0 0,05 Valid  

2 X1.2 0,71 0,2876 0 0,05 Valid 

3 X1.3 0,544 0,2876 0 0,05 Valid 

4 X1.4 0,631 0,2876 0 0,05 Valid 

5 X1.5 0,727 0,2876 0 0,05 Valid 

Pengendalian Internal 

1 X2.1 0,729 0,2876 0 0,05 Valid 

2 X2.2 0,784 0,2876 0 0,05 Valid 

3 X2.3 0,651 0,2876 0 0,05 Valid 

4 X2.4 0,571 0,2876 0 0,05 Valid 

5 X2.5 0,638 0,2876 0 0,05 Valid 

6 X2.6 0,611 0,2876 0 0,05 Valid 

Kinerja Instansi Pemerintah 

1 Y1.1 0,578 0,2876 0 0,05 Valid 

2 Y1.2 0,741 0,2876 0 0,05 Valid 

3 Y1.3 0,564 0,2876 0 0,05 Valid 

4 Y1.4 0,68 0,2876 0 0,05 Valid 

5 Y1.5 0,695 0,2876 0 0,05 Valid 

6 Y1.6 0,775 0,2876 0 0,05 Valid 

Dari tabel di atas terlihat bahwa korelasi antara masing-

masing indikator terhadap total skor konstruk dari setiap 

variabel menunjukkan hasil yang valid, karena r hitung > r 

tabel dan nilai signifikansi < 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan 

valid. 

2. Pengujian Reliabilitas Data 

Tabel 4. Hasil Pengujian Reliabilitas 
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No Variabel 
Alpha 

hitung 
Keterangan 

1 
Teknologi Informasi 

(X1) 
0,713 Reliabel 

2 
Pengendalian 

Internal (X2) 
0,747 Reliabel 

3 
Kinerja Instansi 

Pemerintah (Y) 
0,747 Reliabel 

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua 

variabel mempunyai koefisien alpha yang cukup atau 

memenuhi kriteria untuk dikatakan reliabel yaitu di atas 

0,600, sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-

masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai 

alat ukur.    

 

Pengujian Asumsi Klasik 

Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan 

cara memperhatikan titik-titik pada Normal P-Plot of 

Regression Standardized Residual dari variabel terikat. 

Setelah dilakukan pengujian ternyata semua data 

terdistribusi secara normal, sebaran data berada di sekitar 

garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi 

dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. 

Pengujian multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan 

nilai Varian Inflation Faktor (VIF). Bila nilai VIF lebih 

kecil dari 10 dan nilai toleransinya di atas 0,1 atau 10% 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut 

tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013). Nilai VIF 

menunjukkan bahwa semua variabel bebas dalam 

penelitian ini lebih kecil dari 10 sedangkan nilai toleransi 

semua variabel bebas lebih dari 10% yang berarti tidak 

terjadi kolerasi antar variabel bebas yang nilainya lebih 

dari 90%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas 

dalam model regresi. Pengujian Heterokedastisitas 

digunakan metode grafik Scaterplot. Apabila pada gambar 

menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka hal ini dapat di simpulkan tidak terjadi 

adanya heterokedastisitas pada model regresi (Ghozali, 

2013). Dari hasil uji heterokedastisitas yang telah 

dilakukan ternyata titik-titik menyebar secara acak, tidak 

membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar 

baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu 

Y, hal ini berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik 

heterokedastisitas pada model regresi yang dibuat, dengan 

kata lain menerima hipotesis homoskedastisitas. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil persamaan regresi yang terbentuk adalah: 

Y = 3,235 + 0,657 X1 + 0,349 X2 

Keterangan: 

Y  : Kinerja Instansi Pemerintah  

X1  : Teknologi Informasi 

X2  : Pengendalian Internal 

 

Pengujian Hipotesis 

1. Koefisien Determinasi 

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

No  Kriteria  Koefisien 

1 R 0,84 

2 R Square 0,706 

3 Adjusted R Square 0,692 

Hasil perhitungan regresi pada tabel di atas dapat 

diketahui bahwa koefisien determinasi yang diperoleh 

sebesar 0,706. hal ini berarti 70,6% variasi variabel 

Kinerja Instansi Pemerintah dapat dijelaskan oleh 

teknologi informasi dan pengendalian internal, sedangkan 

sisanya sebesar 0,294 atau 29,4% diterangkan oleh 

variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini 

seperti akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran 

dan sistem pelaporan. 

2. Uji F 

Tabel 6. Hasil Uji F 

No  Kriteria  Keterangan  

1 
F hitung F tabel 

Signifikan 
-52,704 -3,2093 

2 

Nilai 

signifikansi 

Taraf 

signifikansi Signifikan 

0 -0,05 

Berdasar tabel di atas dapat dilihat bahwa Fhitung > Ftabel 

(52,704 > 3,2093) maka teknologi informasi dan 

pengendalian internal mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja instansi pemerintah pada tingkat 

signifikan 5%, dalam hal ini h0 ditolak. Sehingga, 

hipotesis yang menyatakan teknologi informasi dan 

pengendalian internal mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja instansi pemerintah terbukti 

kebenarannya (Ha diterima). 

3. Uji t 

Tabel 4.15: Hasil Uji t 

No Variabel 

Item Uji 

Ket. Sig. 

Hitung 

t 

hitung 
t tabel 

1 
Teknologi 

Informasi 
0 4,084 1,6802 Sig. 

2 
Pengendalian 

Internal 
0,015 2,53 1,6802 Sig. 

Berdasarkan tabel di atas diketahui perbandingan antara 

taraf signifikansi dengan signifikansi tabel adalah sebagai 

berikut Hasil uji teknologi informasi mempunyai nilai 

signifikansi hitung sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05 

dan t hitung (4,084) > t tabel (1,6802) yang berarti bahwa 

hipotesis teknologi informasi mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja instansi pemerintah diterima. Hasil uji 



[Rizaldy Bagus Faiz Kusuma - Jurnal Akuntansi] 15 Oktober 2020 

 

E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Page 7 
 

pengendalian internal mempunyai nilai signifikansi 

sebesar 0,015 dan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (2,530) > 

t tabel (1,6802) yang berarti bahwa hipotesis pengendalian 

internal mempunyai pengaruh terhadap kinerja instansi 

pemerintah diterima.  

 Berdasarkan hasil tabel hipotesis Ha1 

menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja instansi pemerintah. Artinya bahwa teknologi 

informasi yang meliputi setiap pegawai memiliki 

komputer untuk melaksanakan tugas, terdapat jaringan 

internet dalam kantor agar dapat dimanfaatkan sebagai 

penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan 

informasi yang dibuthkan serta dapat mempercepat proses 

informasi terutama dalam menyalurkan informasi 

keuangan daerah, proses akuntansi sejak awal transaksi 

hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara 

komputerisasi, laporan akuntansi dan manajerial 

dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi dan 

adanya penggunaan teknologi informasi diharapkan 

koordinasi antar unit dalam organisasi dapat berjalan 

dengan cepat dan tepat sehingga kinerja organisasi secara 

umum dapat meningkat berpengaruh terhadap kinerja 

instansi pemerintah. Hasil ini mendukung penelitian 

sebelumnya Alaninta dan Suaryana (2014),  Chintya 

(2015) serta Mardjiono (2009).  

 Berdasarkan hasil tabel hipotesis Ha2 ada 

pengaruh positif dan signifikan pengendalian internal 

terhadap kinerja instansi pemerintah. Artinya bahwa 

pengendalian internal yang meliputi Standard operating 

procedure (SOP) sebaiknya dibuatkan untuk 

penyelenggaraan kegiatan pengelola anggaran, kegiatan 

atau transaksi sebaiknya dilakukan pemisahan wewenang 

secara tepat, Setiap transaksi yang terjadi harus didukung 

oleh bukti transaksi yang valid dan sah, terdapat tindakan 

disiplin yang tepat apabila terjadi penyimpangan terhadap 

kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan 

perilaku, sebaiknya terdapat pembatasan akases ke 

perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab 

pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses serta 

terdapat langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi 

potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer, 

berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil 

ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Chintya 

(2015), Hamidah (2015) serta Nasir dan Oktari (2015). 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang 

telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil temuan ini 

berarti teknologi informasi banyak membawa perubahan 

dalam organisasi. Teknologi informasi merupakan suatu 

kebutuhan bagi organisasi yang dapat membantu kinerja 

organisasi dan individu. Sistem informasi akan membantu 

organisasi untuk menyajikan laporan keuangan ke dalam 

bentuk informasi yang akurat dan terpercaya. Hasil 

penelitian tersebut membuktikan bahwa teknologi 

informasi merupakan salah satu faktor penting yang bisa 

mendorong terciptanya kinerja instansi pemerintah yang 

berkualitas. 

Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil temuan ini 

berarti semakin baik Pengendalian internal maka akan 

meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sistem 

pengendalian intern yang baik dalam suatu pemerintah 

akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan 

yang baik pula, sehingga akan memberi keyakinan bagi 

pemerintah bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah 

berjalan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan 

secara efektif dan efisien, dalam hal tersebut akan 

memberikan dampak positif bagi kinerja instansi 

pemerintah. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris 

bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja 

instansi pemerintah, dimana pengendalian intern yang 

optimal akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 

 Berdasarkan kesimpulan maka terdapat beberapa 

rekomendasi yang disarankan oleh peneliti:  

1. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Situbondo 

a. Hendaknya instansi dalam upaya menjaga kinerja 

instansi pemerintah lebih menitikberatkan pada 

teknologi informasi dan pengendalian internal, 

sehingga diharapkan akhirnya akan dapat 

meningkatkan kinerja instansi pemerintahnya. 

b. Adapun yang perlu diperhatikan oleh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo terkait 

hasil penelitian meliputi: 

1) Teknologi informasi 

a) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Situbondo, dalam pemanfaatan teknologi 

informasi para aparatur harus memahami 

teknologi informasi secara keseluruhan. 

b) Untuk meningkatkan pelaksanaan sistem 

akuntansi keuangan daerah yaitu 

mempersiapkan sistem yang baik dan sumber 

daya manusia yang paham untuk 

mengoperasikan sistem akuntansi keuangan 

daerah, dengan diberikan pelatihan-pelatihan 

terlebih dahulu. Selain itu perlu ditingkatkan 

pengetahuan SDM yang ada tentang pedoman-

pedoman akuntansi yang benar, agar lebih teliti 

lagi didalam melakukan proses penggolongan, 

dan lebih dipahami standar akuntansi yang telah 
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ditetapkan dalam pelaporan agar dapat 

menyediakan informasi yang relevan mengenai 

posisi keuangan. 

2) Pengendalian internal 

a) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Situbondo harus mematuhi sistem pengendalian 

internal karna merupakan bagian integral dari 

kegiatan manajemen dasar sehingga akan 

memperoleh kualitas pelaporan keuangan 

pemerintah yang baik dan mengurangi temuan-

temuan yang diperoleh BPK. 

b) Untuk meningkatkan pengendalian intern 

diperlukan proses perencanaan yang lebih 

cermat dengan cara SDM-nya lebih teliti dalam 

melakukan perencanaan agar rencana terealisasi 

dengan maksimal, dan prosedur penganggaran 

lebih diperjelas agar karyawan dapat memahami 

prosedur penganggaran yang digunakan. 

2. Bagi Penelitian yang akan Datang 

Bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian sejenis 

diharapkan untuk mengobservasi dan mengeksplorasi 

lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan 

mengenai variabel penelitian yang terdapat pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo pada 

khususnya dan objek lain pada umumnya. Dengan hasil uji 

koefisien determinasi mempunyai nilai koefisien yang 

kecil, maka penelitian selanjutnya hendaknya 

menambahkan variabel lain seperti akuntabilitas publik, 

kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan. Selain 

itu juga disarankan untuk mencoba metode kualitatif 

dalam mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat. 
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